PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JI. T. Jogonegoro No. 08 Telp. (0286) 3221341 Fax. 321241

WONOSOBO - 56311

Nomor
Tanggal
Kegiatan

Pekerjaan

Nilai Pekerjaan

SURAT PERJANJIAN

PEMEORONGAN

: 050/ 192-A /2019

: 25 Nopember 2019
: Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan

dalam Bentuk Media Luar Ruangan dan
Pertunjukan Rakyat

: Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Video Profil

Daerah

: Rp. 42.482.000,00
: Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh

Terbilang
Bua Ribu Rupiah
Jangka Waktu ¢ 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Pelaksanaan
Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran : 2019
PENYEDIA JASA

CV. TIGA SUDUT

Perum Manggisan Permai RT 01 RW 07 Mudal Mojotengah Wonosobo

i




PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3. T. Jogonegoro No. 08 Telp. (0286) 3221341 Fax. 321241
WONOSOBO - 56311

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
Nomor :050/ A#41.A /2019

Antara
PENGGUNA ANGGARAN
1A SOSIALISASI PEMBANGUNAN DALAM BENTYK MEDIA

KEGIATAN PENYEDIAAN MED
TUNJUKAN RAKYAT

LUAR RUANGAN DAN PER
Dengan

CV. TIGA SUDUT

Untuk
PEKERJAAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA PEM BUATAN VIDEO PROFIL DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan belas, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EKO SURYANTORO, S.S0s. M.Si
NIP : 19631026 199103 1 004
Jabatan . Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku

Pengguna Anggaran Kegiatan Penyediaan Media Sosialisasi
Pembangunan daiam Bentuk Media Luar Ruangan dan Pertunjukan

Rakyat.
Berkedudukan di : Ji. T. Jogonegoro No. 08 Wonosobo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama . TRI AMBARWATI
Jabatan Direktur CV. TIGA SUDUT

Berkedudukan di Perum Manggisan Permai RT 01 RW 07 Mudal Mojotengah Wonosobo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. TIGA SUDUT berdasarkan Akte Notaris
YENNY IKA PUTRI HARDIYANIWATI, SH Nomor 42 Tanggal 23 Desember 2009 yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah menyetujui
dan sepakat secara bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pemborongan paket
Pekerjaan Belanja Jasa Pihak Xetiga Pembuatan Video Profil Daerah Kegiatan Penyediaan
Media Sosialisasi Pembangunan dalam Bentuk Media Luar Ruangan dan Pertunjukan Rakyat pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019.

Pasal 1
TUGA!) DAN RENCANA PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kehendak untuk
melaksanakan sampal selesai dengan baik. Adapun pekerjaan yang harus dikerjakan/dilaksanakan

adalah : Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Video Profil Daerah.
Dengan daftar rincian penawaran lengkap sebagaimana terlampir dalam keseluruhan Perjanjian

Pemborongan.
Pasal 2

PERATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan kegiatan;
2. Berita acara penjelasan/aanwijzing dan petunjuk PIHAK PERTAMA dari kegiatan tersebut di

atas.






—— =TI TR
.'.',t-“

Pasal 6
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dimulai tanggal 25 Nopember 2019 sesuai dengan

penandatanganan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA,
2. PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyelesalkan pekerjaan tersebut dalam jangka
waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, serta menyerahkan seluruh Pekerjaan selambat-

lambatnya pada tanggal 24 Desember 2019 dalam keadaan baik dan dapat diterima oleh
PIHAK PERTAMA.

pasal 7
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan hanya diberikan berdasarkan keadaan memaksa.

2. Permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan disertai alasan-alasan dan diajukan kepada
PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum waktu/hari penyeranzy,
pertama sesuai dengan Surat Perjanjian ini.

Pasal 8
SANGSI J

1. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 PIHAK KEDUA melalaikan/
mengabaikan peraturan-peraturan yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan
pekerjaan, Berita Aca-a Aanwijzing dan perintah-perintah PIHAK PERTAMA yang diberikan
secara tertulis, maka PTHAK KEDLA dikenakan sangsi denda sebesar 1%o (Satu perseribu) dari
nilai kontrak untuk setiap kali kelaiaian/pelanggaran.

2. Jika penyerahan pekerjaan dalam pasal 1 tidak ditepati sebagaimana yang ditentukan didaiam
pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1%o (Satu perseribu)
setiap hari dan setingngi-tinngginya/maksimal 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan.

3. Apabila perpanjangan waktu telah diberikan sesuai dengan pasal 7 tersebut di atas, maka
PIHAK KEDUA tidak dikenakan denda, tetapi apabila pekerjeaan tersebut belum juga
diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA maka keterlambatan selanjutnya dikenakan
denda yang besarnya sesuai dengan ayat (2) tersebut di atas.

4. Jika setelah denda maksimum ayat (2) dilampaui, pekerjaan tersebut belum juga dapat
diselesaikan dan diserahkan cleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
PERTAMA berhak membatalkan hubungan kerja (kontrak) secara sepihak cdan PIHAK KEDUA

tidak dapat mengajukan tuntutan dengan alasan apapun.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa adalah keadaan diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan
PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan dalam
perjanjian ini.

2. Bila terjadi keadaan memaksa sesuai dengan ayat 1 pasal ini maka PIHAK KEDUA harus
melaporkan hal-hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambac-lambatnya 2
(dua) hari setelah terjadinya keadaan memaksa itu disertai bukti-bukti yang sah dari pihak
yang berwenang.

3. Bila dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi bencana alam sehingga dapat menimbulkan
kerugian bagi PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Berita Acara yang berwenang maka
kerugian tersebut akan menjadi beban PIHAK PERTAMA .

Pasal 10
RESIKO KENAIKAN HARGA

1. Kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan harga Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK

KEDUA.
2. Kenalkan bahan dan peralatan yang disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dari Pemerintah

yang berskala Nasional menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA






